
 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

     Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
180.0/2336 tanggal 16 Oktober 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa
Tengah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.

2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

     Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum
ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam
Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur
Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

       Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n.Menteri Dalam Negeri

 
Direktur Jenderal 
Otonomi Daerah,
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan: 
Menteri Dalam Negeri.

Nomor : 100.2.1.6/7495/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas 
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan

Gubernur Jawa Tengah tentang
Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 42
Tahun 2015 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 15
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai di Wilayah
Provinsi Jawa Tengah

Jakarta, 6 November 2023
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah

di -
       Semarang

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



 

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG 

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH 

 

NO RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  

NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 15 

TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN 

SUNGAI DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

RANCANGAN 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR 

NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 

15 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN 

DAERAH ALIRAN SUNGAI DI WILAYAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Judul dalam ranpergub 

tersebut dilakukan 

perbaikan teknik penulisan 

berdasarkan Angka 4a 

Lampiran II Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 

 Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22, 

Pasal         29, Pasal 34 ayat (5), Pasal 38, Pasal 

40 ayat (3), Pasal       42, Pasal 44 ayat (6) dan 

Pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Wilayah 

Provinsi    Jawa Tengah telah ditetapkan 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan 

perkembangan keadaan, 

khususnya  perubahan 

kewenangan urusan 

pemerintahan di bidang 

Kehutanan, perubahan 

susunan Perangkat Daerah 

dan meningkatnya perhatian 

Konsiderans menimbang 

ranpergub tersebut 

dilakukan penyempurnaan 

berdasarkan Angka 19 

Lampiran II Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang 



 

NO RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 

15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah; 

b. bahwa sehubungan dengan perkembangan 

keadaan, khususnya  perubahan kewenangan 

urusan pemerintahan di bidang Kehutanan, 

perubahan susunan Perangkat Daerah dan 

meningkatnya perhatian masyarakat dalam 

pengelolaan sumberdaya alam secara lestari, 

perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud 

pada huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 

Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 

15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;  

masyarakat dalam 

pengelolaan sumberdaya 

alam secara lestari, perlu 

dilakukan penyesuaian 

terhadap pengaturan 

mengenai pengelolaan 

daerah aliran sungai; 

b. bahwa Peraturan Gubernur 

Nomor 42 Tahun 2015 

tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai di Wilayah 

Provinsi Jawa Tengah sudah 

tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan, sehingga 

perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang 

Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Nomor 42 Tahun 

2015 tentang Petunjuk 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 



 

NO RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai di Wilayah 

Provinsi Jawa Tengah; 

 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  3888) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor   1 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4377); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 146, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) 

sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara 

Dasar hukum mengingat 

ranpergub tersebut 

dilakukan penyempurnaan 

peraturan perundang-

undangan berdasarkan 

Pasal 7, Pasal 8 serta Angka 

28, Angka 48 dan Angka 49 

Lampiran II Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 



 

NO RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4725) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pmerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor   2 Tahun 2022 Tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan (Lembaran Negara Repulik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5432) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pmerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor   2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara republik 

Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725) 

sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang 



 

NO RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856);  

7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang 

Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara 

Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5608); 

8. Undang-Undang Republik Indonesta Nomor I7 

Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor I90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6405) 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

5059) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara republik 

Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2013 tentang 

Pencegahan Dan 

Pemberantasan Perusakan 

Hutan (Lembaran Negara 

Repulik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 130, Tambahan 



 

NO RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6867) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 

tentang  Perlindungan Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan 

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5056); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4833); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5292); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5432) 

sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara republik 

Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 

544, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 



 

NO RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

Indonesia Nomor 6635) 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 

5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan 

Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 

Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 

15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 73); 

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara 

Penyusunan Dan Penetapan Rencana 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu; 

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.17/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara 

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.61/Menhut-II/2014 tentang Monitoring Dan 

Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 

tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara republik 

Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2014 tentang 

Konservasi Tanah dan Air 

(Lembaran Negara Repulik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 

299, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 5608); 

8. Undang-Undang Nomor I7 

Tahun 2019 Tentang Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor I90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6405) 

sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan 



 

NO RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.67/Menhut-II/2014 tentang Sistem Informasi 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 

21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 

Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 

15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2015 Nomor 42); 

Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara republik 

Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

6867); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 2004 tentang  

Perlindungan Hutan 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 

147, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 



 

NO RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

Nomor 4453) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2021 tentang 

Penyelenggaraan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 

33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6635); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 

26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 

2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik 



 

NO RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 

77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6042); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 

37 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 

5292); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 

33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6635); 

14. Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.60/Menhut-II/2013 

tentang Tata Cara 

Penyusunan dan Penetapan 

Rencana Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai (Berita Negara 



 

NO RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1344); 

15. Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.61/Menhut-II/2013 

tentang Forum Koordinasi 

Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1345); 

16. Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.17/Menhut-II/2014 

tentang Tata Cara 

Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam Kegiatan Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai (Berita 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 364); 

17. Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.61/Menhut-II/2014 

tentang Monitoring dan 

Evaluasi Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1267); 

18. Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.67/Menhut-II/2014 

tentang Sistem Informasi 



 

NO RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1328); 

19. Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 

2007 tentang Pengendalian 

Lingkungan Hidup di Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2007 Nomor 5 Seri E 

Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 4); 

20. Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai di 

Wilayah Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2014 

Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 73); 

21. Peraturan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 42 Tahun 2013 

tentang Petunjuk Pelaksanaan 



 

NO RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai Di 

Wilayah Provinsi Jawa Tengah 

(Berita Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2015 Nomor 

42); 

 MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :    PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 

TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 

JAWA TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2014 

TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN 

SUNGAI DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR 

TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN 

GUBERNUR NOMOR 42 

TAHUN 2015 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

NOMOR 15 TAHUN 2014 

TENTANG PENGELOLAAN 

DAERAH ALIRAN SUNGAI DI 

WILAYAH PROVINSI JAWA 

TENGAH. 

Diktum menetapkan 

ranpergub tersebut 

dilakukan penyempurnaan 

berdasarkan Angka 59 

Lampiran II Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 42 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 

Dilakukan perbaikan teknik 

penulisan dalam ranpergub 

tersebut berdasarkan Angka 

233 Lampiran II Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 
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Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 

42), diubah menjadi sebagai berikut : 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2015 Nomor 42), diubah menjadi sebagai 

berikut : 

2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 

 BAB I 

                                 KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dihapus 

BAB I dihapus berdasarkan 

Angka 233 Lampiran II 

Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

 1. Ketentuan Pasal 1, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai 

unsur penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi  Jawa Tengah. 

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur 

pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang 

dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur 

sebagai unsur penyelenggara  

Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi  

Jawa Tengah. 

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa 

Tengah. 

Angka 1 yang mengubah 

ketentuan Pasal 1 

ranpergub tersebut 

dilakukan penyempurnaan 

berdasarkan: 

a. Angka 98 dan Angka 

104 Lampiran II 

Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

dan 
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6. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS 

adalah suatu wilayah  daratan yang merupakan satu 

kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang 

berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air  

yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara 

alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis 

dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang 

masih terpengaruh aktivitas daratan. 

7. Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan 

mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. 

8. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur 

hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan 

manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar 

terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta 

meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi 

manusia secara berkelanjutan. 

9. Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya 

disebut Pengelolaan DAS Provinsi adalah pengelolaan DAS 

yang secara geografis berada di wilayah Provinsi Jawa 

Tengah. 

10. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan 

kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, 

sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan 

ruang wilayah. 

11. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang 

kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, 

sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan 

5. Perangkat Daerah adalah unsur 

pembantu Gubernur dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Provinsi. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Perangkat Daerah yang merupakan 

unsur pembantu Gubernur dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Provinsi. 

7. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya 

disingkat DAS adalah suatu wilayah  

daratan yang merupakan satu kesatuan 

dengan sungai dan anak-anak 

sungainya, yang berfungsi menampung, 

menyimpan dan mengalirkan air  yang 

berasal dari curah hujan ke danau atau 

ke laut secara alami, yang batas di darat 

merupakan pemisah topografis dan 

batas di laut sampai dengan daerah 

perairan yang masih terpengaruh 

aktivitas daratan. 

8. Sub DAS adalah bagian DAS yang 

b. Angka 109 Lampiran II 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 
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ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 

12. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang 

kondisi lahan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, 

sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan 

ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya. 

13. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk 

mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta 

meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi 

manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. 

14. Rencana Pengelolaan DAS adalah rangkaian upaya 

perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan 

pengendalian pengelolaan sumber daya DAS berdasarkan 

kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan 

kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS . 

15. Dihapus. 

16. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya demikian 

rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara 

baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi 

maupun sebagai media tata air. 

17. 16.a. Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan DAS adalah 

wadah koordinasi SKPD dan/atau Unit Kerja dalam 

pelaksanaan pengelolaan DAS di Provinsi. 

18. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya 

disebut Forum adalah wadah koordinasi antar instansi 

penyelenggara pengelolaan DAS.  

19. Pemangku kepentingan adalah pihak -pihak terkait yang 

terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang 

menerima air hujan dan 

mengalirkannya melalui anak sungai ke 

sungai utama. 

9. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia 

dalam mengatur hubungan timbal balik 

antara sumberdaya alam dengan 

manusia di dalam DAS dan segala 

aktivitasnya, agar terwujud kelestarian 

dan keserasian ekosistem serta 

meningkatnya kemanfaatan 

sumberdaya alam bagi manusia secara 

berkelanjutan. 

10. Pengelolaan DAS Provinsi yang 

selanjutnya disebut Pengelolaan DAS 

Provinsi adalah pengelolaan DAS yang 

secara geografis berada di wilayah 

Provinsi Jawa Tengah. 

11. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian 

DAS berdasarkan kondisi lahan serta 

kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, 

sosial ekonomi, investasi bangunan air 

dan pemanfaatan ruang wilayah. 

12. Daya Dukung DAS adalah kemampuan 

DAS untuk mewujudkan kelestarian 

dan keserasian ekosistem serta 

meningkatnya kemanfaatan 

sumberdaya alam bagi manusia dan 
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berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam 

pengelolaan DAS. 

20. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan 

masyarakat melalui penciptaan kondisi yang 

memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan 

lingkungannya secara mandiri melalui pemberian 

sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, 

serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

masyarakat. 

21. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk 

memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi 

hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan 

peranannya dalam medukung sistem penyangga kehidupan 

tetap terjaga . 

22. Pembinaan kegiatan pengelolaan DAS adalah usaha, 

tindakan dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya 

tujuan penyelenggaraan pengelolaan DAS yang efektif dan 

efisien. 

23. Pengawasan kegiatan pengelolaan DAS adalah proses 

penilikan dan penjagaan untuk menjamin pelaksanaan 

Pengelolaan DAS agar berjalan efektif dan efisien sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

makhluk hidup lainnya secara 

berkelanjutan. 

13. Rencana Pengelolaan DAS adalah 

rangkaian upaya perumusan tujuan, 

sinkronisasi program, pelaksanaan dan 

pengendalian pengelolaan sumber daya 

DAS berdasarkan kajian kondisi 

biofisik, ekonomi, sosial, politik dan 

kelembagaan guna mewujudkan tujuan 

Pengelolaan DAS . 

14. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan 

fisiknya demikian rupa sehingga lahan 

tersebut tidak dapat berfungsi secara 

baik sesuai dengan peruntukannya 

sebagai media produksi maupun 

sebagai media tata air. 

15. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS 

yang selanjutnya disebut Forum adalah 

wadah koordinasi antar instansi 

penyelenggara pengelolaan DAS. 

16. Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan 

DAS adalah wadah koordinasi SKPD 

dan/atau Unit Kerja dalam pelaksanaan 

pengelolaan DAS di Provinsi. 

 2. Ketentuan Pasal 15 ditambah  1 (satu) ayat, yakni ayat (4), 

sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 15 

2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 

disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) 

sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 

Angka 2 yang mengubah 

ketentuan Pasal 15 

ranpergub tersebut 
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(1) Proses penyusunan Rencana Pengelolaan DAS disajikan dalam 1 

(satu) naskah yang utuh sebagai bahan untuk penetapan. 

(2) Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil 

penyusunan rencana pengelolaan DAS yang meliputi : 

a. Buku I, memuat rencana dan informasi; 

b. Buku II, memuat data dan informasi pendukung; dan 

c. Buku III, memuat peta arahan, program, dan kegiatan. 

(3) Format Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

(4) Penyajian naskah Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang 

membidangi urusan Kehutanan. 

Pasal 15 

(1) Proses penyusunan Rencana Pengelolaan 

DAS disajikan dalam 1 (satu) naskah yang 

utuh sebagai bahan untuk penetapan. 

(2) Naskah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat hasil penyusunan 

rencana pengelolaan DAS yang meliputi: 

a. buku I, memuat rencana dan 

informasi; 

b. buku II, memuat data dan informasi 

pendukung; dan 

c. buku III, memuat peta arahan, 

program dan kegiatan. 

(2a) Penyajian naskah Rencana Pengelolaan 

DAS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan oleh SKPD yang 

membidangi urusan kehutanan. 

(3) Format naskah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

dilakukan perbaikan teknik 

penulisan berdasarkan 

Angka 87, Angka 107, 

Angka 235 Lampiran II 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 

 3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 23 

Keanggotaan Forum terdiri dari perwakilan 5 (lima) kelompok 

dalam pengelolaan sumberdaya alam, yaitu :  

a. kelompok Pemerintah;  

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 23 

Angka 3 yang mengubah 

ketentuan Pasal 15 

ranpergub tersebut 

dilakukan penyempurnaan 

berdasarkan Pasal 9 
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b. kelompok Akademisi;  

c. kelompok Pelaku Usaha;  

d. kelompok Masyarakat; dan 

e. kelompok Media. 

Keanggotaan Forum terdiri dari perwakilan 

5 (lima) kelompok dalam pengelolaan 

sumberdaya alam, yaitu :  

a. kelompok Pemerintah Daerah;  

b. kelompok Akademisi;  

c. kelompok Pelaku Usaha;  

d. kelompok Masyarakat; dan 

e. kelompok Media. 

Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor 

P.61/Menhut-II/2013 

tentang Forum Koordinasi 

Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai. 

 4. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) 

ayat baru, yakni ayat (3), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 29 

(1) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum dapat 

dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di SKPD yang 

membidangi urusan Kehutanan dan/atau Instansi Vertikal 

yang membidangi Pengelolaan DAS. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 

membantu Sekretaris dalam mempersiapkan bahan-bahan 

pertemuan, menyusun laporan, melakukan administrasi 

dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui Keputusan Kepala SKPD yang 

membidangi urusan Kehutanan dan/atau Instansi Vertikal 

yang membidangi Pengelolaan DAS. 

4. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 29 

(1) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi 

Forum dapat dibentuk sekretariat yang 

berkedudukan di SKPD yang 

membidangi urusan kehutanan. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bertugas membantu 

sekretaris dalam mempersiapkan 

bahan-bahan pertemuan, menyusun 

laporan, melakukan administrasi dan 

tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

sekretaris. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan melalui 

keputusan Kepala SKPD yang 

membidangi urusan kehutanan. 

Pasal 29 ranpergub tersebut 

dilakukan penyempurnaan 

berdasarkan Pasal 13 dan 

Pasal 246 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan 

Daerah. 
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 5. Ketentuan Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat 

(4), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 37 

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

mengacu pada Rencana Pengelolaan DAS yang sudah 

disusun dan disahkan sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat melibatkan Tim yang terdiri dari Pemangku 

Kepentingan dan/atau Forum Koordinasi Pengelolaan DAS. 

(3) Penyusunan perencanaan dilakukan melalui proses 

perumusan rencana yang mencakup isu dan 

permasalahan, kerangka logis penyelesaian masalah, 

perumusan tujuan, perumusan kebijakan, program dan 

kegiatan, implementasi kegiatan, dan rencana monitoring 

dan evaluasi 

(4) Dalam hal Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum tersedia,  Perencanaan 

Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 disusun dengan mengacu dokumen Rencana 

Pembangunan Daerah yang masih berlaku. 

5. Ketentuan Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) 

ayat baru, yakni ayat (4), sehingga Pasal 37 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 37 

(1) Tetap. 

(2) Tetap. 

(3) Tetap. 

(4) Dalam hal Rencana Pengelolaan DAS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

belum tersedia, perencanaan 

pemberdayaan masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

disusun dengan mengacu dokumen 

rencana pembangunan daerah Provinsi 

yang masih berlaku. 

Pasal 37 ayat (4) ranpergub 

tersebut dilakukan 

perbaikan teknik penulisan 

berdasarkan Angka 107 dan 

Angka 108 Lampiran II 

Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

 6. Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat 

(3) dan ayat (4), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 45 

(1) Penghargaan diberikan kepada perorangan, kelompok, 

organisasi dan/atau lembaga yang memiliki prestasi 

dan/atau berkontribusi langsung dalam pelaksanaan 

pengelolaan DAS. 

6. Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) 

ayat baru, yakni ayat (3), sehingga Pasal 45 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 45 

(1) Penghargaan diberikan kepada 

perorangan, kelompok, organisasi 

dan/atau lembaga yang memiliki 

1. Pasal 45 ranpergub 

tersebut dilakukan 

perbaikan teknik 

penulisan berdasarkan 

Angka 108 Lampiran II 

Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang 
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(2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

dalam mendukung   pengelolaan DAS Provinsi Jawa Tengah 

meliputi: 

a. upaya pemulihan daya dukung DAS dari kondisi 

ekosistem DAS/Sub DAS yang telah rusak; dan 

b. upaya mempertahankan daya dukung DAS pada DAS 

yang sudah baik kondisi ekosistem DAS/Sub DAS. 

(3) Dalam rangka mendorong peningkatan peran serta 

masyarakat di tingkat Desa dapat diberikan penghargaan 

berupa Apresiasi Desa Peduli DAS Lestari kepada 

Pemerintahan Desa yang telah memberi kontribusi nyata 

dalam Pengelolaan DAS. 

(4) Proses pemberian penghargaan atau apresiasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) lebih lanjut diatur oleh 

Kepala SKPD yang membidangi urusan Kehutanan. 

prestasi dan/atau berkontribusi 

langsung dalam pelaksanaan 

Pengelolaan DAS. 

(2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan dalam mendukung   

Pengelolaan DAS meliputi: 

a. upaya pemulihan daya dukung DAS 

dari kondisi ekosistem DAS/Sub 

DAS yang telah rusak; dan 

b. upaya mempertahankan daya 

dukung DAS pada DAS yang sudah 

baik kondisi ekosistem DAS/Sub 

DAS. 

(3) Proses pemberian penghargaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

lebih lanjut diatur oleh Kepala SKPD 

yang membidangi urusan kehutanan. 

Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

2. Ketentuan ayat (3) dalam 

Angka 6 yang mengubah 

ketentuan Pasal 45 

ranpergub tersebut 

dihapus mengingat 

materi muatan yang 

diatur mengandung 

unsur redundant dengan 

ketentuan ayat (1). 

 7. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 66 

Monitoring dan evaluasi investasi bangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dimaksudkan untuk 

mengetahui besar kecilnya sumberdaya buatan manusia yang 

telah dibangun di DAS yang perlu dilindungi dari kerusakan 

yang disebabkan oleh degradasi DAS, yang diukur dengan 

kriteria: 

a. klasifikasi kota; dan  

b. nilai bangunan air. 

Tetap 
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 Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Tetap 

 

 Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal ... 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

NANA SUDJANA 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal ... 

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

 NANA SUDJANA 

Penyebutan jabatan bagi 

pejabat yang menetapkan 

ranpergub tersebut 

dilakukan penyempurnaan 

berdasarkan kondisi saat 

ini. 

 Diundangkan di Semarang 

pada tanggal  

   SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH, 

 

           SUMARNO 

Tetap 

 

 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN … NOMOR … Tetap  
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